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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil pengujian statistik dan analisis data maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap kelengkapan 

pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah kabupaten di 

Pulau Jawa. Hal ini menunjukan bawah derajat desentralisasi merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan dalam website pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. Pemda 

yang memiliki pendapatan yang besar secara langsung memberikan 

dampak bahwa masyarakat membutuhkan informasi keuangan yang 

dapat dipublikasikan melalui website pemda, semakin besar pendapatan 

yang dimiliki maka semakin mampu pula pemerintah daerah tersebut 

dalam membuat website dan kabupaten yang paling banyak 

menggunakan website sebagai media transparansi adalah kabupaten yang 

mengalami peningkatan pendapatan.  

b. Ukuran pemerintah daerah (SIZE) berpengaruh positif terhadap 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah 

kabupaten di Pulau Jawa. Hal ini menunjukan bahwa ukuran pemerintah 

daerah yang diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh masing-

masing pemerintah daerah merupakan faktor yang dapat memberikan 

pengaruh pada kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam 
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website pemda. Pemerintah daerah yang memiliki total aset yang besar 

lebih mampu untuk membuat/membeli website resmi pemerintah daerah 

dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki lebih sedikit aset 

dan kabupaten yang paling banyak menggunakan website sebagai media 

transparansi adalah kabupaten yang mengalami peningkatan total aset. 

Jumlah total aset yang besar memungkinkan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan investasi pada sarana dan prasarana terkait transparansi 

seperti melakukan pengembangan pada website resmi pemerintah daerah. 

Melalui website, pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya akan 

transparansi kepada masyarakat dengan lebih cepat dan hemat biaya. 

c. Opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan 

derajat desentralisasi dengan kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan dalam website pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. 

Pemerintah daerah dengan derajat desentralisasi yang besar serta 

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak serta merta 

mengungkapkan informasi keuangan pada website resminya. Pemerintah 

kabupaten di Pulau Jawa yang memperoleh opini WTP untuk LKPD 

Tahun 2021 mencapai 59%, yang berarti sebagian besar pemerintah 

kabupaten di Pulau Jawa telah menyajikan informasi secara wajar sesuai 

dengan SAP dan SAK dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pada 

kenyataannya WTP atau tidaknya opini audit yang diberikan oleh BPK, 

pemerintah kabupaten di Pulau Jawa tetap melakukan transparansi 

laporan keuangan melalui internet.  
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d. Opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan 

ukuran pemerintah daerah dengan kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan dalam website pemerintah kabupaten di Pulau Jawa. Opini 

audit yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah 

menjalankan amanat masyarakat dengan baik pula, akan tetapi opini 

audit tidak mampu memperkuat hubungan antara ukuran pemerintah 

daerah dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam 

website pemda. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar memiliki 

total aset yang besar pula. Semakin besar aset yang dimiliki pemerintah 

daerah maka akan semakin sulit pengelolaannya seperti pencatatan atas 

aset – aset daerah. Hal ini dapat menjadi penyebab pemerintah daerah 

enggan mengungkapkan informasi keuangan pada website resminya. 

Pada kenyataannya WTP atau tidaknya opini audit yang diberikan oleh 

BPK, pemerintah kabupaten di Pulau Jawa tetap melakukan transparansi 

laporan keuangan melalui internet. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan ini masih 

memiliki keterbatasan, adalah sebagai berikut: 

1. Data total aset yang digunakan untuk mengukur variabel ukuran pemerintah 

daerah sulit ditemukan, karena pemerintah kabupaten yang ada di Pulau 

Jawa masih sedikit yang mengunggah neraca pada website resminya.  
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2. Pada penelitian ini variabel kelengkapan pengungkapan laporan keuangan 

dan variabel opini audit diukur menggunakan variabel dummy, sehingga 

pada saat dilakukan uji normalitas data sulit untuk berdistribusi normal. 

3. Pada saat dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan grafik plot (scatter 

plot) data pada penelitian ini ternyata mengalami gejala heteroskedastisitas. 

5.3 Saran 

Berdasarkan pada pembahasan serta kesimpulan yang telah dijelaskan, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti berikutnya dapat mencari referensi tambahan untuk mencari 

data total aset selain dari website resmi pemerintah daerah dan situs resmi 

direktorat jenderal perimbangan keuangan. 

2. Peneliti berikutnya dapat mengganti metode pengukuran variabel 

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dan variabel opini audit dari 

variabel dummy dapat diganti menggunakan skala poin dimana dari 

tingkatan pada poin diklasifikasikan berdasarkan pada kelengkapan laporan 

keuangan pada website serta pada kualitas dari hasil opini audit yang 

didapat. 

3. Pada saat melakukan uji heteroskedastisitas peneliti berikutnya dapat 

menggunakan metode pengujian heteroskedastisitas yang lain seperti: uji 

park, uji glesjer, dan uji koefisien korelasi spearman. 
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